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Abstrak 
Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin merupakan salah satu bentuk 
tanggung jawab konstitusional negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan 
hak jaminan kesehatan bagi fakir miskin melalui Program JKN berdasarkan perspektif 
hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang 
didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian 
yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional 
yang harus dipenuhi oleh negara melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menjadi 
salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan 
kesehatan kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima 
Bantuan Iuran (PBI). Meskipun kerangka hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan telah 
tersedia, efektivitas pemenuhan hak atas kesehatan masih dipengaruhi oleh pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi antarlembaga, keakuratan data kepesertaan, serta ketersediaan layanan 
kesehatan. Oleh karena itu, penguatan implementasi Program JKN diperlukan untuk 
mendukung terwujudnya pemenuhan hak atas jaminan kesehatan yang adil, merata, dan 
sejalan dengan amanat konstitusi. 
Kata Kunci: hak atas kesehatan, fakir miskin, Jaminan Kesehatan Nasional, perlindungan hukum 
 
PENDAHULUAN 

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara yang 
pengakuan dan perlindungannya dijamin dalam sistem hukum Indonesia (Rahman 2025). 
Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak tersebut memperoleh landasan konstitusional 
melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
(Indonesia 1945). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban 
mengakui hak atas kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan tersedianya 
pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa 
membedakan kondisi sosial maupun ekonomi. 
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Komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat 
yang berada dalam kondisi rentan juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut 
menegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara serta mengamanatkan 
penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Indonesia 1945). Amanat 
konstitusional tersebut kemudian diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menjadi 
dasar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Presiden 2004). 
Pelaksanaan Program JKN selanjutnya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kesehatan 
bagi masyarakat (Indonesia 2011). Di samping itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang 
menjadi landasan hukum dalam pembangunan kesehatan nasional, termasuk upaya 
pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan (Indonesia 2023). Melalui kerangka 
hukum tersebut, pemerintah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan 
masyarakat tidak mampu yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga 
mereka tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung pembayaran 
iuran secara mandiri.. 

Penyelenggaraan Program JKN menunjukkan komitmen negara dalam memberikan 
perlindungan terhadap hak atas kesehatan melalui mekanisme jaminan sosial. Meskipun 
demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak tersebut 
dalam praktik. Pelaksanaan Program JKN masih menghadapi berbagai kendala, seperti 
ketidaktepatan data penerima bantuan, perubahan kondisi sosial ekonomi yang belum 
segera tercermin dalam basis data pemerintah, hambatan administratif dalam proses 
kepesertaan, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai 
wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada masih adanya masyarakat yang secara ekonomi 
memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, tetapi belum memperoleh manfaat dari 
program yang diselenggarakan pemerintah (Setiawati et al. 2026). 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak atas 
kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga oleh kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat sasaran. 
Dengan demikian, kajian mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir 
miskin menjadi penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program JKN telah 
mencerminkan amanat konstitusi, prinsip keadilan sosial, dan tanggung jawab negara dalam 
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan (Purwanto and 
Handayani 2026). 

Kajian mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dilakukan dari berbagai 
sudut pandang. Nuraeni dan Sihombing (2024) menyoroti aspek perlindungan hukum bagi 
peserta JKN dengan menitikberatkan pada tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi 
hak-hak pasien. Muin (2024) mengkaji kebijakan hukum jaminan asuransi sosial kesehatan 
dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan 
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Program JKN sebagai wujud pemenuhan hak atas kesehatan. Sementara itu, Nainggolan 
dan Sitabuana (2022) membahas penyelenggaraan jaminan kesehatan dari perspektif hukum 
kesehatan dengan menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah dalam menjamin 
tersedianya pelayanan kesehatan. Secara umum, ketiga penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa pembahasan mengenai JKN lebih banyak diarahkan pada aspek perlindungan 
hukum peserta, kebijakan penyelenggaraan, dan tanggung jawab pemerintah dalam 
penyediaan pelayanan kesehatan. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan 
pembahasan pada analisis yuridis mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi 
fakir miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pembahasan tidak hanya 
diarahkan pada pengaturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan JKN, tetapi juga 
pada implementasi program dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi fakir miskin serta 
tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terlaksananya hak tersebut. Dengan 
demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang mengintegrasikan aspek 
pengaturan hukum, pelaksanaan kebijakan, dan tanggung jawab negara dalam satu kerangka 
analisis. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan 
hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional 
dari perspektif yuridis. Analisis difokuskan pada pengaturan hukum yang menjadi landasan 
penyelenggaraan jaminan kesehatan, implementasi Program JKN sebagai instrumen 
pemenuhan hak atas kesehatan, serta tanggung jawab konstitusional negara dalam 
menjamin terpenuhinya hak tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum di bidang jaminan sosial sekaligus 
menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan amanat konstitusi. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada 
pengkajian norma hukum mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir 
miskin di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Rohman et al. 2024; 
Zainuddin and Karina 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah 
ketentuan hukum yang mengatur hak atas kesehatan dan penyelenggaraan sistem jaminan 
sosial nasional, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami prinsip-
prinsip hukum yang mendasari perlindungan hak warga negara dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel 

https://ejournal.almusthofa.org/index.php/vaksin


Vaksin: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 
ISSN: 3089-7254 

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026 
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/vaksin  

 

 4 

ilmiah, dan literatur yang membahas hak atas kesehatan, sistem jaminan sosial, serta 
perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan 
dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif 
melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, penafsiran, dan penelaahan terhadap norma 
hukum untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan tanggung 
jawab negara dalam memenuhi hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin (Arifuddin et 
al. 2025). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemenuhan Hak Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dalam Perspektif 
Konstitusi 

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional yang memperoleh 
jaminan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut 
menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas 
kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memikul kewajiban untuk 
menjamin pemenuhannya melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat diakses 
secara setara oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan 
bukan sekadar kebijakan di bidang kesejahteraan, melainkan merupakan pelaksanaan 
kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara. 

Komitmen tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir 
miskin dipelihara oleh negara serta mengamanatkan pengembangan sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyusun 
dan melaksanakan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 
masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap fakir 
miskin tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui 
penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. 

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Salah satu bentuk pelaksanaannya 
diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan perlindungan 
kesehatan, termasuk bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu melalui skema 
Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa sistem 
jaminan sosial dibentuk sebagai instrumen untuk mendukung pemenuhan hak atas 
kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 
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Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh BPJS 
Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya 
menetapkan norma hukum mengenai hak atas kesehatan, tetapi juga membentuk lembaga 
yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara 
nasional. Kehadiran BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem 
jaminan sosial karena berfungsi sebagai penyelenggara yang memastikan program tersebut 
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kerangka hukum mengenai pemenuhan hak atas kesehatan juga diperkuat dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional. Kehadiran undang-undang tersebut 
memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga Program 
Jaminan Kesehatan Nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan 
nasional. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan bagi fakir miskin tidak hanya 
bertumpu pada satu pengaturan, melainkan didukung oleh keterpaduan antara konstitusi, 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, kelembagaan BPJS Kesehatan, dan pengaturan mengenai 
penyelenggaraan kesehatan. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan 
melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dikaji dari berbagai perspektif. Nuraeni 
dan Sihombing (2024) menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi peserta JKN 
melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Muin 
(2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan 
perwujudan prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Sementara itu, 
Nainggolan dan Sitabuana (2022) menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan 
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. Temuan dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, 
tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, 
serta hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak atas jaminan 
kesehatan bagi fakir miskin merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. 
Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu instrumen 
pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan 
pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat hukum, 
tetapi juga oleh efektivitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan dalam memberikan 
akses pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, khususnya fakir miskin sebagai 
kelompok yang memperoleh perlindungan berdasarkan amanat konstitusi. 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fakir Miskin 
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Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen yang 
diselenggarakan pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan melalui 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini memberikan jaminan perlindungan kesehatan 
kepada seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang 
terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui mekanisme tersebut, pemerintah 
menanggung pembayaran iuran sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi 
tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus membayar iuran secara mandiri. 
Kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin 
hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh BPJS 
Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bertugas menjalankan 
sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program JKN tidak hanya 
didukung oleh pengaturan hukum, tetapi juga oleh institusi yang secara khusus dibentuk 
untuk menjamin terselenggaranya program secara berkelanjutan di tingkat nasional. 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional juga berkaitan erat dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi 
landasan hukum bagi pembangunan kesehatan nasional. Keterkaitan antara sistem jaminan 
kesehatan dan sistem kesehatan nasional menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas 
kesehatan tidak hanya bergantung pada mekanisme pembiayaan melalui Program JKN, 
tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Program JKN dan pelayanan 
kesehatan merupakan dua komponen yang saling mendukung dalam upaya mewujudkan 
pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Program Jaminan 
Kesehatan Nasional telah dikaji dari sejumlah perspektif. Nuraeni dan Sihombing (2024) 
menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta JKN tidak hanya bergantung pada 
keberadaan regulasi, tetapi juga pada mutu pelayanan kesehatan yang diterima peserta. Muin 
(2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan 
perwujudan prinsip kesetaraan yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga 
negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa 
efektivitas Program JKN tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan, tetapi juga dari 
kemampuan penyelenggara dalam memberikan perlindungan hukum serta pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam pelaksanaannya, efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi 
oleh berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan program. Ketepatan 
penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, koordinasi antarlembaga, administrasi 
kepesertaan, serta ketersediaan pelayanan kesehatan menjadi faktor yang berperan dalam 
mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan JKN. Apabila aspek-aspek tersebut belum 
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berjalan secara optimal, pemenuhan hak atas kesehatan bagi fakir miskin berpotensi belum 
terlaksana secara efektif meskipun kerangka hukum yang mengaturnya telah tersedia. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu, 
implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dipahami sebagai bagian dari 
pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan. Keberhasilan 
penyelenggaraan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan 
kelembagaan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program dalam menjamin akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi fakir miskin dan masyarakat 
tidak mampu. Dengan demikian, penyelenggaraan Program JKN perlu terus dilaksanakan 
secara konsisten agar tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diwujudkan sesuai 
dengan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas 
Kesehatan 

Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas jaminan kesehatan merupakan 
konsekuensi hukum dari pengakuan hak atas kesehatan sebagai salah satu hak 
konstitusional warga negara. Pengakuan tersebut tidak hanya memberikan kewenangan 
kepada negara untuk membentuk regulasi, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak 
yang berkewajiban menjamin setiap warga negara, termasuk fakir miskin, memperoleh 
akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas 
kesehatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, penyelenggaraan sistem jaminan 
sosial, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang selaras dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut didukung oleh sejumlah instrumen hukum yang 
saling berkaitan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sedangkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi BPJS Kesehatan sebagai 
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Keterkaitan ketiga regulasi tersebut 
menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan dilaksanakan melalui suatu sistem yang 
mencakup aspek pengaturan hukum, kelembagaan, dan penyediaan pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak atas 
kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga oleh pelaksanaan tanggung jawab negara dalam praktik. Nuraeni dan Sihombing (2024) 
mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta JKN berkaitan erat dengan 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Muin (2024) 
menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan bentuk 
implementasi prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak setiap warga negara. Sementara itu, 
Nainggolan dan Sitabuana (2022) menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 
penyelenggaraan jaminan kesehatan harus diwujudkan melalui penyediaan pelayanan 
kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Temuan tersebut 
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memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak hanya bergantung pada 
adanya perangkat hukum, tetapi juga pada konsistensi negara dalam melaksanakan 
kewajibannya. 

Ditinjau dari aspek yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 
menyediakan dasar hukum bagi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
Meskipun demikian, efektivitas pemenuhan hak atas kesehatan tetap sangat dipengaruhi 
oleh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama BPJS Kesehatan 
sebagai penyelenggara program. Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak atas 
jaminan kesehatan tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi semata, tetapi juga dari 
sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat 
yang menjadi sasaran program dapat menerima manfaat sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara telah memiliki landasan 
hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional dalam 
memenuhi hak atas kesehatan bagi fakir miskin. Namun, pelaksanaan tanggung jawab 
tersebut memerlukan keterpaduan antara regulasi, kelembagaan, dan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif. 
Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa hak atas 
jaminan kesehatan tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga dapat 
direalisasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

KESIMPULAN 

Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin merupakan bagian dari 
tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan 
melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. 
Keterpaduan ketiga pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas 
kesehatan tidak hanya memperoleh dasar hukum yang jelas, tetapi juga didukung oleh 
mekanisme kelembagaan yang mengatur pelaksanaannya. 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan 
kesehatan kepada fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu. Meskipun demikian, 
tercapainya pemenuhan hak atas jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada 
keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas 
pelaksanaan kebijakan, akurasi pendataan peserta, koordinasi antarinstansi, serta tersedianya 
pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan 
penyelenggaraan Program JKN perlu terus dilakukan agar hak atas jaminan kesehatan bagi 
fakir miskin tidak hanya terlindungi dalam aspek normatif, tetapi juga dapat diwujudkan 
secara nyata sesuai dengan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan amanat konstitusi. 
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